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Dinamika ketatanegaraan yang sangat menarik untuk dibahas adalah 
masalah impeachment Presiden dan/Wakil Presiden. Pengaturan tentang 
impeachment Presiden diatur dalam UUD NRI 1945 setelah dilakukannya 
perubahan ketiga. Salah satu hasil dari perubahan ketiga ini adalah pelibatan 
lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Namun dalam praktiknya 
MPR bisa saja tidak mematuhi putusan MK sehingga hal ini bertentangan dengan 
sifat putusan MK yang final dan mengikat. 
Atas dasar tersebut peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap impeachment Presiden dan/ wakil Presiden di Indonesia? 
dan kedua adalah bagaiamana konsep ideal mekanisme impeachment Presiden 
dan/Wakil Presiden di Indonesia?. Dari problematika tersebut peneliti 
menganalisis permasalahan ini dengan teori konfigurasi dan produk hukum 
menurut Mahfud MD dan teori kepemimpinan dalam Islam. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan normatif yuridis dan normatif politis, dan penelitian ini 
menggunakan metode Preskriptif-Analitis. 
Hasil dari penelitian ini pertama, impeachment pemimpin dalam Islam 
boleh dilakukan apabila pemimpin tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai pemimpin. Pemberhentian pemimpin menurut fikih siyāsah terdapat 
setidaknya dua lembaga yang berperan. Kedua lembaga tersebut adalah 
mahkamah mażalim dan ahl al-halli wa al-aqdi. Legislasi konfigurasi politik yang 
terjadi pada masa pembahasan amandemen ketiga UUD 1945 mengenai 
impeachment adalah demokratis, sedangkan apabila dilihat dalam perspektif 
hubungan politik dengan hukum dalam Islam adalah wajib, karena aturan ini tidak 
melanggar syari‟at Islam. Kedua, konsep ideal mekanisme impeachment adalah 
dengan memperkuat posisi MK sebagai lembaga pemutus yang bersiat final dan 
memasukkan amar agar putusannya dilaksanakan oleh MPR sehingga proses 
impeachment tidak lagi proses yang bersifat politis.  
 















“Wa man yatawakkal „alallaaha fahuwa hasbuh, inallaaha baalighu amrih..” 
“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang 
dikehendaki)-Nya.” (QS. Ath-Thalaq: 3) 
  
“fa idzaa „azamta fatawakkal „alallaah..” 
“Jika kamu sudah berazzam/bertekad bulat, maka bertawakkallah pda Allah..” 
(QS. Ali Imran: 159) 
 
ِحعَْ َحتَى ّللَاِْ َسبِي لِْ فِى َكانَْ ال ِعل مِْ طَلَبِْ فِى َخَرجَْ َمنْ   يَر 
 
Artinya : Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti 
berperang di jalan Allah hinggang pulang. 
(H.R.Tirmidzi)  
“Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu 
ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu.” (Ali Bin Abi Thalib)  
“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we 
fall” 
(Nelson Mandela)  
“Fiat iustitia, et pereat mundus” 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri 
negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan karena tanpa adanya 
pembatasan tersebut, penguasa cenderung bersikap diktatoris. Kekuasaan Presiden 
bukanlah kekuasaan yang mutlak, namun kekuasaan berdasarkan Undang-Undang 
Dasar 1945.
1
 Pembatasan tersebut mencakup pembatasan masa jabatan Presiden, 
pembatasan untuk dipilih kembali, dan pengaturan bahwa Presiden dapat 
dimakzulkan. Kemungkinan pemakzulan tersebut membuat Presiden tidak dapat 
berbuat sewenang-wenang. 
Pembatasan kekuasaan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 
Dasar 1945 setelah adanya amandemen pada masa reformasi. Hal ini merupakan 
semangat reformasi setelah selama 32 tahun masa Orde Baru, kekuasaan dipegang 
oleh Presiden Soeharto yang cenderung otoriter dalam kekuasaannya. Sebagai 
wujud dari sistem Presidensial, kekuasaan yang paling kuat dipegang oleh 
Presiden. Namun dalam perjalanan sejarah Indonesia sebelum reformasi, baik 
Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto cenderung menggunakan kekuasaanya 
untuk mencampuri urusan selain urusan eksekutif. Sebagai contoh yakni Presiden
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Soekarno dengan dekritnya membubarkan Konstituante. Sementara Presiden 
Soeharto menggunakan Golkar sebagai pijakan kuatnya di parlemen.  
Mekanisme pemakzulan Presiden diatur dalam UUD NRI 1945 setelah 
dilakukan perubahan ketiga. Sebelumnya, konstitusi tidak mengatur secara 
gamblang mengenai pemakzulan Presiden. Namun demikian, bukan berarti 
Presiden tidak dapat diturunkan dari jabatannya. Pada dasarnya, sebelum 
amandemen UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa 
kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). Dengan demikian, MPR diatur oleh konstitusi sebagai lembaga 
tertinggi negara. Bahkan MPR memiliki kewenangan untuk memilih dan 
mengangkat Presiden. Implikasi dari kewenangan MPR tersebut, MPR juga 
memiliki kewenangan untuk dapat memberhentikan Presiden dari jabatannya, 
mengingat MPR lah yang mengangkat Presiden. 
Pemberhentian Presiden oleh MPR dilakukan dengan cara mencabut 
mandataris MPR yang sebelumnya diberikan kepada Presiden. Cara 
pemberhentian ini terjadi saat Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya 
oleh MPR. Mekanisme pemakzulan Presiden yang dilakukan MPR diatur dengan 
TAP MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-
Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi 
Negara. Substansi dasar dari aturan tersebut yakni Presiden dapat dimakzulkan 
dengan alasan sungguh-sungguh melanggar haluan negara. 
Kewenangan pemakzulan yang berada ditangan MPR sebenarnya 




eksekutif dengan lembaga legislatif. Namun dalam sistem Presidensial, 
kewenangan pemakzulan yang hanya melibatkan lembaga legislatif  saja 
menyebabkan legislatif heavy yang biasanya berlaku dalam sistem parlementer. 
Parlemen bisa memakzulkan Presiden dengan alasan-alasan politis. Meskipun 
tidak sebagai alasan utama, paling tidak parlemen didasari oleh alasan politis akan 
mencari kesalahan Presiden sehingga bisa dimakzulkan. 
Pemakzulan atas dasar politis terjadi pada pemakzulan Presiden K.H. 
Abdurrahman Wahid. Meskipun dalam masa jabatannya K.H. Abdurrahman 
Wahid mengalami beberapa permasalahan hukum terkait dugaan tindak pidana 
korupsi, namun yang menjadi dasar TAP MPR Nomor III/MPR/2001 untuk 
memakzulkan K.H. Abdurrahman Wahid adalah alasan politik. MPR menilai 
ketidakhadiran dan penolakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam Sidang 
Istimewa MPR merupakan pelanggaran terhadap Haluan Negara. Alasan tersebut 
ditambah dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 
23 Juli 2001 yang dianggap melanggar konstitusi. Meskipun memang dasar 
diadakannya Sidang Istimewa MPR adalah untuk meminta pertanggung jawaban 
Presiden dalam dugaan tindak pidana korupsi, namun kasus tersebut telah 
dikelurkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jadi unsur politik lebih 
dominan dalam pemakzulan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid daripada unsur 
pelanggaran pidana. 
Pada tahun yang sama, dilakukan amandemen ketiga terhadap UUD NRI 
1945. Salah satu hasil dari perubahan ketiga ini terkait pemakzulan adalah 




Rakyat (DPR) harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2
 Putusan MK 
nantinya dijadikan dasar bagi DPR untuk meneruskan usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Mekanisme pemakzulan yang 
melibatkan MK sebagai lembaga peradilan menjadikan MPR tidak dapat 
melakukan pemakzulan dengan dasar alasan politis. 
Pelibatan MK dalam mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden memunculkan permasalahan baru. Mahkamah Konstitusi sebagai 
lembaga peradilan pada akhirnya harus mengeluarkan putusan terhadap perkara 
yang diperiksa. Putusan MK ini jika membenarkan permintaan DPR, maka 
dipakai oleh DPR untuk meneruskan usulan permohonan pemberhentian Presiden 
dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Permasalahan yang muncul adalah 
seberapa kuat Putusan MK dapat untuk dieksekusi oleh MPR. Jika Putusan MK 
membenarkan pendapat DPR, maka seharusnya MPR juga memutus dan 
menetapkan untuk menerima usulan DPR memberhentikan Presiden dan/atau 
Wakil Presiden. Namun bagaimana jika proses lobbying politik di MPR 
(parlemen) menyebabkan konfigurasi politik menjadi mendukung pemerintah, 
dalam hal ini Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehinga MPR tidak menerima 
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usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari Dewan Perwakilan 
Rakyat? 
Permasalahan kedua berada di luar proses politik di parlemen, yakni 
terkait dengan proses pidana. Jika putusan MK membenarkan usulan DPR, maka 
dapat diartikan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan 
pelanggaran hukum. Dikarenakan MK bukanlah peradilan umum, pelanggaran 
hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut harus 
diadili dengan proses hukum pidana. Hal ini berdasarkan kepada asas equality 
before the law.  Lantas bagaimana implikasi Putusan MK terhadap proses pidana 
yang harus dilalui oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden? Lalu bagaimana jika 
terdapat perbedaan antara Putusan MK dengan hasil proses pidana yang 
berlangsung? 
B. Rumusan Masalah 
Setelah diuraikan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pandangan fikih siyāsah terhadap Impeachment Presiden 
dan/Wakil Presiden di Indonesia? 
2. Bagaiamana konsep ideal mekanisme impeachment Presiden dan/ Wakil 
Presiden di Indonesia? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 




1) Untuk menjelaskan Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap 
Impeachment Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia. 
2) Untuk menjelaskan Konsep Ideal Mekanisme Impeachment 
Presiden dan/ Wakil Presiden di Indonesia. 
b. Tujuan Subyektif 
1) Untuk menambah khasanah pengetahuan peneliti dalam bidang 
ilmu hukum tata negara khususnya seputar Impeachment Presiden 
dan/Wakil Presiden dalam tinjauan Hukum Islam serta untuk 
mengetahui suatu konsep ideal mengenai mekanisme impeachment 
Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia. 
2) Sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk dapat meraih gelar 
magister Ilmu Hukum. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar 
pijakan pemahaman oleh akademisi ilmu hukum/hukum islam khususnya 
bidang hukum tata negara, praktisi hukum, serta semua pihak yang 
menaruh perhatian atas perkembangan hukum di negeri ini sebagai salah 
satu referensi bahan ajar dalam konsentrasi Hukum Tata Negara. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Untuk menambah pemahaman dan pembelajaran bagi masyarakat 
seputar hukum tentang Impeachment Presiden dan/Wakil Presiden 




menambah pengetahuan menganai bagaimana konsep ideal 
mengenai mekanisme impeachment Presiden dan/Wakil Presiden di 
Indonesia.  
2) Sebagai usulan perbaikan sistem jika amandemen ke V UUD NRI 
Tahun 1945 akan dilaksanakan kaitan dengan Mekanisme serta 
Implikasi Putusan MK terhadap Ketetapan MPR dan Proses Pidana 
Mengenai Impeachment Presiden. 
D. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka tentang uraian sistematis hasil-hasil penelitian yang pernah 
dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, khususnya tesis, disertasi, atau 
karya akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan peneltian yang 
dilakukan.
3
 Telaah pustaka ini juga bertujuan untuk mengetahui keaslian sebuah 
karya ilmiah. Berbagai hasil penelitian ini dan tesis yang mengkaji tentang 
Implikasi Putusan MK terhadap Ketetapan MPR dan Proses Pidana Mengenai 
Impeachment Presiden dan/ Wakil Presiden sampai saat ini belum ada. Adapun 
penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan tesis penulis yaitu: 
Pertama, penelitian mengenai pemakzulan di Indonesia, sudah pernah 
dilakukan oleh Abdul Aziz Hakim yang telah dibukukan pada tahun 2006 dengan 
judul “Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era 
Demokrasi Langsung”. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar dimana 
penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Hakim ditujukan pada mekanisme 
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 sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 
peneliti ditujukan pada pemberhentian Kepala Negara. 
Kedua, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Hufron yang berjudul 
“Pemberhentian Final Menurut UUD NRI 1945”, sebagai syarat untuk dapat 
meraih gelar doktor  yang dipertahankan di depan ujian terbuka disertasi di 
Universitas Brawijaya pada 29 Mei 2012, juga meneliti mengenai mekanisme 
pemberhentian Final di Indonesia.
5
 
Pada penelitiannya itu Hufron meneliti alasan pemberhentian Presiden 
dan/ Wakil Presiden, dan cara mengisi kekosangan jabatan. Dimana ia 
berkesimpulan bahwa alasan melakukan perbuatan tercela terlalu abstrak untuk 
dijadikan sebagai alasan pemberhentian Final. Prosedur Final dalam masa jabatan 
pada perubahan UUD NRI 1945 secara normatif menutup kemungkinan Final 
untuk diberhentikan dalam masa jabatan. Karena bentuk hukum pemberhentian 
Final dengan melalui ketetapan MPR sebagaimana ditentukan oleh pasal 38 UU 
No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kontradiksi dengan 
Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan pengaturan pengisian jabatan Final akibat proses pemberhentian 
secara bersamaan dalam masa jabatan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 
bertentangan dengan teori sistem pemerintahan Presidensial yang bercirikan 
pemilihan Final dipilih secara langsung oleh rakyat. 
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Terkait dengan disertasi Hufron, terdapat perbedaan dengan penelitian 
yang akan diteliti oleh penulis, Hufron meneliti putusan MK yang bersifat final 
dan mengikat namun berpeluang tidak dipatuhi oleh MPR, serta sinkronisasi 
mekanisme pemberhentian dengan sistem pemerintahan Presidensial. 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Kasim dengan judul 
“Kesenjangan Mekanisme Pemberhentian Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 
1945)”.
6
 Penelitian ini menyoalkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan 
mekanisme pemberhentian Presiden, dimana frasa melakukan perbuatan tercela 
oleh Presiden dipersoalkan oleh peneliti, peneliti menganggap bahwa frasa 
tersebut multitafsir sehingga menyulitkan hakim, selain itu juga rentan ditafsirkan 
sesuai kepentingan orang yang menafsirkan. 
Penelitian ini juga menyoalkan posisi MK yang putusannya bersifat final 
and binding dimana frasa bersifat final tersebut adalah wajib dipatuhi dan tidak 
dapat dipatuhi oleh MPR dengan ketentuan kuorum yang harus dipenuhi jika 
MPR hendak melakukan paripurna. Ketentuan kuorum tersebut juga berpeluang 
menciptakan korupsi politik yang berujung pada rusaknya sistem. Peran ganda 
DPR dalam paripurna MPR menurut peneliti bertentangan dengan asas 
diferesiansi fungsional dalam proses peradilan.  
Kesempatan presiden dalam memberikan penjelasan dihadapan paripurna 
MPR seakan menjadikan MPR sebagai lembaga banding setelah MK yang 
putusannya bersifat final dan mengikat. 
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E. Kerangka Teoritik 
1. Teori Konfigurasi Politik dan Produk Hukum Menurut Mahfud 
MD 
Politik Hukum  secara etimologi merupakan gabungan dari dua 
kata, yakni “politik” dan “hukum”. Hukum adalah sekumpulan peraturan 
yang mengurus tata tertib bagi suatu masyarakat dan harus diikuti oleh 
masyarakat tersebut.
7
 Sementara itu, politik adalah terjemahan kata policy 
(Bahasa Inggris) yang diartikan sebagai kebijakan. Sedangkan kebijakan 
didefinisikan sebagai tindakan sadar dan sistematis guna mencapai tujuan 
secara bertahap.
8
 Sehingga politik hukum sebagai kesatuan kata dapat 
dipahami sebagai tindakan sadar yang dilakukan dengan cara membentuk 
hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
Padmo Wahyono memberikan definisi politik hukum sebagai 
kebijakan dasar yang menjadi penentu arah hukum.
9
 Secara lebih 
terperinci, Wahyono menyebutkan bahwa politik hukum mecakup proses 
pembentukan, penerapan, hingga penegakan hukum.
10
 Satjipto Rahardjo 
mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih cara yang 
digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum di masyarakat.
11
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Politik hukum dimaksudkan di sini adalah sebagai kebijakaan 
hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional 
oleh suatu negara. Oleh karena itu ruang lingkup politik hukum mencakup 
dua hal. Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan 
pembaharuan terhadap meteri-materi hukum agar sesuai dengan 
kebutuhan. Pembangunan hukum di sini dimaksudkan segala usaha yang 
dilakukan oleh kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang berkenaan 
dengan bagaimana hukum dibentuk, dikonseptualisasikan, 
diimplementasikan, dilembagakan dalam suatu proses politik. Kedua, 
implementasi ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi 
lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
 12
 Jadi politik hukum adalah 
bagaimana hukum akan atau seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya 
dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum difungsikan. 
Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan 
menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum 
menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum 
yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial 
(sociale werkelijkheid). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata 
hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat 
dalam tangan suatu rulling class yang hendak menjajah tanpa 
memperhatikan kenyataan sosial itu.
13
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Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah 
keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan 
asas pertimbangan hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, 
sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini.
14
 Adapun tafsiran klasik 
politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara 
melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk 
menetapkannya. 
Politik hukum berusaha menjelaskan kedudukan politik terhadap 
hukum, dan juga kedudukan hukum terhadap politik. Terdapat setidaknya 
dua pandangan mengenai relasi politik dan hukum. Pandangan pertama 
menyatakan hukum dan politik tidak memiliki hubungan sama sekali. Hal 
ini disampaikan oleh Hans Kelsen seperti dikutip oleh Satjipto Rahardjo, 




Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa hukum dan politik 
memiliki hubungan. Menurut Mahfud MD setidaknya ada tiga macam pola 
hubungan antara politik dan hukum. Pertama, yakni pola hukum 
determinan atas politik, yang artinya hukum menjadi pengendali seerta 
arah segala kegiatan politik. Asumsi ini dipakai sebagi landasan das sollen 
(keinginan, keharusan dan cita). Kedua, pola politik determinan atas 
hukum, berarti produk hukum dan penegakan hukum dipengaruhi oleh 
politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan das sein (kenyataan, realitas) 
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dalam studi hukum empiris. Ketiga, politik dan hukum memiliki hubungan 
saling bergantungan satu dengan yang lainnya.
16
 
Dalam hal relasi hukum dan politik, Arbi Sanit mengatakan 
bahwa politik mempunyai hubungan tolak tarik dengan hukum karena 
perkembangan hukum senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan peranan 
politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan produk dari 
proses politik. Perkembangan hukum dapat dilihat dari dua dimensi yaitu 
dimensi struktur hukum dan fungsi hukum. Jika dikorelasikan dengan 
perkembangan proses politik, maka struktur hukum dapat berkembang 
dalam segala bentuk dan konfigurasi politik dan sistem pemerintahan. 
Sedangkan fungsi hukum hanya dapat berkembang secara baik pada saat 
peluang yang leluasa bagi partisipasi politik massa, sehingga peran politik 
didominasi oleh elit kekuasaan, maka fungsi hukum berkembang secara 
lamban.
17
 Sehingga entitas hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu yang 
otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat 
senantiasa berada dalam kaitan interdependensi dengan bidang-bidang 
lainnya, khususnya dalam bidang politik.
18
 
Persinggungan atas bidang atau aspek hukum lainnya memang 
bisa saja terjadi, namun disini dibatasi dengan apa yang dikatakan oleh 
Daniel S. Lev, bahwa untuk memahami hukum di tengah-tengah 
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transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial 
politik apa yang diberikan orang.
19
 
Asumsi bahwa produk hukum merupakan produk  politik, 
mengantarkan pada penentuan hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu 
akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Sehingga terdapat 
dua variabel untuk melihatnya, yakni variabel bebas (konfigurasi politik) 
dan variabel terpengaruh (konfigurasi produk hukum) yang keduanya 
bersifat dikotomis. 
Konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan 
konfigurasi yang otoriter (non-demokrtis), sedangkan variabel konfigurasi 
produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum 
yang berkarakter ortodoks/konservatif atau menindas. Konsep demokratis 
atau otoriter (non-demokratis) diidentifikasi berdasarkan tiga indikator, 
yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif 
dan kebebasan pers. Sedangkan konsep hukum responsif atau konservatif 
diidentifikasi berdasarkan pada proses pembuatan hukum, pemberian 
fungsi hukum dan kewenangan menafsirkan hukum.
20
 
Konfigurasi politik adalah kekuatan-kekuatan politik yang nyata 
dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi politik ini biasanya 
terwujud dalam partai politik. Bila partai-partai politik ini berperan secara 
nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam mengambil kebijakan 
seperti pembentukan hukum atau kebijakan lainnya, maka disebutkan 
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bahwa konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik yang demokratis. 
Jika partai-partai politik yang ada itu tidak berperan secara nyata dalam 
mengambil kebijakan seperti pembentukan hukum atau kebijakan lainnya, 




Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka 
peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif 
menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian 
pemerintah lebih merupakan “komite” yang harus melaksanakan 
kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, 
badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan 
lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, sedangkan dunia 




Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan 
pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang 
intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara 
sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan 
terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang 
sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak berfungsi 
dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (rubber stamps) atas 
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kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan 
senantiasa di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembreidelan. 
Produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum 
yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. 
Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi 
penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam 
masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan 
kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
23
 Dalam arti cirinya 
selalu melibatkan semua komponen masyarakat. 
Produk hukum konservatif adalah produk hukum yang 
karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan, sehingga 
pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat 
secara sungguh-sungguh. Jika prosedur seperti itu ada, biasanya lebih 
formalitas. Dalam produk yang demikian, biasanya hukum diberi fungsi 
dengan sifat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan 
ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya 
bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat diinterpretasi pemerintah 
menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan 
pelaksanaan.
24
 Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks 
lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-
individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan 
partisipasi masyarakat relatif kecil. 
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Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif 
bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai 
dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga 
produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak 
masyarakat. Adapun hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-
instrumentalis. Artinya, memuat materi yang lebih merefleksikan visi 
sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih 
merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program 
pemerintah. 
Jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang 
berkarakter responsif biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah 
untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan 
dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang benar-
benar bersifat teknis. 
Adapun produk hukum yang berkarakter ordoks memberi peluang 
luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan 
berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah 
dan tidak sekadar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang 
berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, 
sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri.
25
 
Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara 
negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan 
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telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yang 
bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai 
tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. 
Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling 
berkaitan: (1) Sebagai suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat 
digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum 
nasional yang dikehendaki; dan (2) dengan sistem hukum nasional itu akan 
diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Sistem hukum 
nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri 
dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk 
mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara 
yang terkandung di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.
26
 
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pembukaan dan Pasal-
pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum 
nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum 
nasional didasarkan pada dua alasan yaitu : 
1) Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, 
dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang 
harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di 
Indonesia. 
2) Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-
nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya 
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Politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk 
dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah 
air. Bila politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala 
bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di 
tanah air, dapat dipastikan politik hukum nasional harus dirumuskan pada 
sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar pula, bukan 
pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis. 
Untuk menjelaskan pernyataan di atas kita harus merujuk kepada 
sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa 
tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis di 
Indonesia. 
Penyusunan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-
undangan itu untuk menyingkronkan atau menghindarkan konflik teknis 
pelaksanaan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lain. Dengan cara begitu, sebuah atau lebih 
peraturan perundang-undangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan 
tujuan dibuatnya perundang-undangan tersebut. Dalam perkembangannya, 
produk hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diganti dengan produk 
hukum, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-Undangan yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Peraturan 
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 
Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
28
 
Undang-undang ini dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan. 
Pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah 
satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat 
terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan 
standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat 
peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk lebih meningkatkan 
koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-
undangan, maka negara republik indonesia sebagai negara yang berdasar 
atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Ketiga, selama ini ketentuan yang berkaitan dengan 
pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa 
peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum 
ketatanegaraan Republik Indonesia. 
Merujuk pada UUD 1945 yang telah mengalami perubahan 
sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara yang dapat merumuskan 
politik hukum nasional adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 
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Dewan Perwakilan Rakyat. MPR dapat merumuskan politik hukum dalam 
bentuk Undang-Undang Dasar. Setelah perubahan ketiga UUD 1945, MPR 
tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi hanya merupakan sidang 
gabungan (joint session) yang mempertemukan Dewan Permusyawaratan 
Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah.
29
 Produk dari kedua lembaga 
yang bergabung dalam MPR, yang dituangkan ke dalam penetapan atau 
perubahan UUD tersebut, merupakan politik hukum. Artinya, segala 
bentuk perubahan dan penetapan yang dilakukan oleh MPR terhadap UUD 
disebut sebagai politik hukum, karena merupakan salah satu kebijaksanaan 
dasar dari penyelenggara negara dan dimaksudkan sebagai instrumen 
untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dengan demikian, 
pasal-pasal yang terdapat dalam UUD yang merupakan produk dari MPR 
adalah cetak biru untuk merealisasikan tujuan-tujuan negara. Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk 
undang-undang, karena kedudukannya sebagai kekuasaan legislatif. 
2. Teori Kepemimpinan dalam Islam 
Pemimpin dalam bahasa indonesia sering disebut penghulu, 
pemuka, pelopor, Pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, 
ketua, kepala, peruntun, raja, dan sebagainya. Sedangkan istilah 
Memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang 
berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan 
berbagai cara. 
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Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu, karenanya 
seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan 
kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin.  Kepemimpinan pada 
dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat 
pengaruh yang dimiliki seseorang, oleh sebab itu kepemimpinan bisa 
dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin.
30
 
Istilah kepemimpinan dalam Islam identik dengan istilah khalifah 
yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama 
artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau pengusaha. Oleh 
karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin 
formal.   
Adapun mengenai urgensi mengangkat pemimpin, seluruh ulama 
Sunni, Murji‟ah dan Syi‟ah serta ulama Mu‟tazilah dam Khawarij sepakat 
bahwa memilih pemimpin dalam suatu negara itu merupakan sesuatu yang 
sangat urgen untuk dilakukan. Dalam mazhab Syi‟ah eksistensi seorang 




Mengangkat Kepala Negara yang akan mengelola negara, 
memimpinnya, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya, Menurut 
Ibn ak-Rabi‟, sangat urgen dilakukan, karena tidak mungkin suatu negara 
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Adapun dalam pandangan Qamaruddin Khan, eksistensi seorang 
kepala negara sangat urgen karena untuk melindungi agama Allah, negara, 
dan rakyat. Bila dalam suatu negara ada seorang kepala negara yang 
handal, maka rakyat akan terbantu dalam menegakkan agamanya, 
mengorganisir pemenuhan hak-haknya, dan melawan musuh-musuhnya. 
Sebaliknya, menurut al-Mawardi, tanpa adanya seorang kepala negara 




Mengenai kualifikasi pemimpin, al-Mawardi mengemukakan tujuh 
syarat untuk menjadi pemimpin negara. Ketujuh syarat tersebut yakni:
34
  
a. Adil dengan syarat-syarat yang universal; 
b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan 
ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk 
membuat kebijakan hukum sehat panca indera; 
c. Tidak memiliki cacat pada anggota tubuhnya yang menghalangi 
dalam bergerak dan bertindak; 
d. Dapat mewujudkan kemaslahatan ummat; 
e. Berani untuk mempertahankan negara dan melawan musuh; 
f. memiliki nasab dari suku Quraisy. 
 
Mekanisme pengangkatan pemimpin dalam al-Qur‟an dan as-
Sunnah tidak menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam 
memilih seorang pemimpin/kepala negara. Oleh sebab itu, sejarah 
ketatanegaraan Islam muncul berbagai model atau cara pengangkatan 
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kepala negara Islam, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai 
sampai kepada cara yang dianggap tidak demokratis dan didahului sebuah 
peperangan. 
Menurut catatan sejarah ada delapan metode pengisian jabatan 
kepala negara yang pernah dipraktikan di masa awal pertumbuhan Islam, 
yaitu: 
1) Metode  penunjukan langsung oleh Allah35 
2) Metode penunjukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya.36 
3) Metode pemilihan oleh ahl al-halli wa al-aqdi. 
4) Metode penunjukan melalui wasiat. 
5) Metode pemilihan oleh team formatur atau dewan 
musyawarah. 
6) Metode revolusi atau kudeta.37 
7) Metode pemilihan langsung oleh rakyat.38 
8) Metode penunjukan berdasarkan keturunan.39 
 
Adapun mengenai alasan pemberhentian pemimpin menurut Mujar, 




1) Melanggar syari‟at; 
2) Melanggar konstitusi; 
3) Melanggar hukum; 
4) Menyimpang dari keadilan; 
5) Kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak kerana dikuasai 
orang-orang dekatnya; 
6) Kehilangan panca indra atau organ-organ tubuh lainnya; 
7) Tertawan musuh; 
8) Menjadi fasik; 
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9) Mengganti kelamin; 
10) Menderita sakit gila atau cacat mental; 
11) Menderita sakit keras yang tidak ada harapan lagi sembuh; 
12) Murtad dari Islam. 
 
Apabila alasan-alasan tersebut terpenuhi, maka menurut Moten 
lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan impeachment termasuk 
juga di dalamnya penjelasan mengenai mekanismenya, yaitu: (1) Diwan 
al-Nażar wa al-Mażalim (Dewan Pengawas) yang biasa menangani kasus-
kasus kegagalan keadilan dan tindakan-tindakan tiranik yang dilakukan 
oleh elite penguasa termasuk kepala negara, (2) Faqih atau Dewan 
Pimpinan yang terdiri dari para fuqaha, dan (3) Majelis al-Syura (Majelis 
Permusyawaratan/ahl halli wa al-aqdi).
41 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka 
(Library research) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-
buku,
42
 ketetapan MPR, undang-undang, dan artikel yang memliki kaitan 
dengan masalah dalam penelitian ini. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yaitu peneliti berusaha 
mendeskripsikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. Kemudian penulis menilai permasalahan yang 
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 Penelitian ini menjelaskan tentang Impeachment Presiden dan/Wakil 
Presiden di Indoensia dalam Tinjauan Hukum Islam. 
3. Pendekatan Penelitian 
Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 
yuridis (statute approach) dan normatif politis. Normatif yuridis adalah 
pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan 
normatif-politis adalah telaah kritis terhadap masalah yang muncul dari politik 
hukum pembentukan peraturan mengenai impeachment dan juga terkait 
problematika yang berkaitan dengan impeachment Presiden dan/Wakil 
Presiden berdasarkan data-data yang ada, baik berupa buku-buku, peraturan 




4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 
Pengumpulan data merupakan proses yang dibutuhkan sehubungan 
dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur 
yang relavan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian 
ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
Pertama, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan impeachment dan 
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kewenangan lembaga-lembaga negara. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPRS Nomor 
XXXIII/MPRS/1967, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2001, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwakilan Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. 
Kedua, bahan hukum sekunder yaitu data yang dapat memberikan 
penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti  seperti buku-buku, jurnal, 
artikel, internet, media massa, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya 
sehingga dapat mendukung untuk melengkapi data dalam penelitian ini. 
Ketiga, bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah ensiklopedi 
dan kamus-kamus yang dapat digunakan dalam membantu menganalisis 
masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 
5. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 
Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian 
diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang telah diperoleh 
disusun dan di deskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis 





G. Sistematika Pembahasan 
Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, terukur dan efektif, maka 
peneliti menyusun penelitian ini dari beberapa sub-bab, yaitu: 
BAB I berisi tentang pendahuluan, di dalamnya membahas latar belakang 
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II menjelaskan secara detail mengenai konsep impeachment dalam 
sistem pemerintahan Barat dan Islam. Di dalamnya juga akan dijelaskan mengenai 
hubungan politik dengan hukum dalam Islam.  
BAB III dalam bab ini berisi data yang menjelaskan tentang impeachment 
di Indonesia yang memuat sejarah impeachment, pengertian dan mekanisme 
impeachment, dinamika impeachment di Indonesia, dan juga proses pembahasan 
aturan impeachment pada amandemen ketiga UUD 1945. 
BAB IV dalam bab ini berisi data analisa yang menjawab rumusan 
masalah pertama dan kedua, yakni mengenai analisis pandangan hukum islam 
terhadap impeachment Presiden dan/Wakil Presiden di Indonesia serta 
menjelaskan konsep ideal mekanisme impeachment dalam ketatanegaraan 
Indonesia. 








1. Masalah impeachment terhadap pemimpin dalam Islam terdapat perbedaan 
pendapat dikarenakan masalah pemimpin merupakan ranah ijtihadiyah. al-
Mawardi dan al-Nabhani berpendapat bahwa pemimpin boleh diberhenikan 
apabila melanggar syari‟at, melanggar konstitusi, melanggar hukum, 
menyimpang dari keadilan, kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak 
kerana dikuasai orang-orang dekatnya, kehilangan panca indra atau organ-
organ tubuh lainnya, tertawan musuh, menjadi fasik, mengganti kelamin, 
menderita sakit gila atau cacat mental, menderita sakit keras yang tidak ada 
harapan lagi sembuh, murtad dari Islam. Mengenai mekanisme impeachment, 
al-Quran dan al-Sunnah tidak ditetapkan cara memberhentikan pemimpin. 
Sehingga dengan proses ijtihad, dapat disimpulkan bahwa dalam 
pemberhentian pemimpin terdapat setidaknya dua lembaga yang berperan. 
Kedua lembaga tersebut adalah mahkamah mażalim dan ahl al-halli wa al-
aqdi. Konfigurasi politik yang terjadi pada masa pembahasan amandemen 
ketiga UUD 1945 adalah demokratis. Selanjutnya dapat pula dipahami 
dengan konfigurasi politik yang demokratis, produk hukum yang dilahirkan, 
yakni Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang mengatur mengenai impeachment 
bersifat responsif. Adapun aturan mengenai impeachment Presiden dan/Wakil 
Presiden ini jika dilihat dalam perspektif hubungan politik dengan hukum 





2. Proses mekanisme impeachment harus mengutamakan supremasi hukum, 
ketimbang supremasi politik. Hal ini dapat diwujudkan, apabila proses dan 
mekanisme impeachment yang ada sekarang ini, direvisi ulang dengan 
menyusun format impeachment yang ideal, yang dapat menjawab tantangan 
perkembangan ketatanegaraan dalam negara hukum modern. Upaya-upaya 
yang dilakukan untuk itu memang mengandung konsekuensi politik yang 
besar dengan cara mengamandemen UUD Tahun 1945 dan melakukan 
perobahan terhadap UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 
Format mekanisme impeachment yang ideal tersebut harus menempatkan 
Mahkamah Konstitusi pada posisi yang menentukan, bukan hanya sekedar 
lembaga yang menjustifikasi pendapat DPR dalam proses impeachment, jadi 
harus dilakukan penguatan Mahkamah Konstitusi dan memberi kewenangan 
kepadanya sebagai lembaga pemutus yang dapat menjatuhkan impeachment 
atau pemakzulan Presiden dan/Wakil Presiden. Formulasi yang demikian ini 
dengan sendirinya akan menonjolkan supremasi hukum karena baik prosedur 
maupun aspek-aspek hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang 
impachment merupakan dasar atau landasan untuk menjatuhkan 
impeachment. Mengenai putusannya hendaknya kewenangan Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dalam hal menyelenggarakan 
peradilan terhadap usulan impeachment ditambahkan dengan adanya 
kekuatan hukum mengikat bagi MPR. Dengan demikian maka kewenangan 





memenuhi tuntutan akan adanya mekanisme hukum dalam proses 
impeachment. 
B. Saran  
Diharapkan kedepannya agar pengaturan mengenai impeachment diatur secara 
jelas, walaupun dalam kenyataannya kasus impeachment ini belum terjadi lagi 
pasca Presiden Abdurrahman Wahid namun sebaiknya langkah preventif harus 
tetap dilakukan. Kemudian terkait lembaga peradilan yang memeriksa dugaan 
tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden sebaiknya diperjelas lagi, apakah itu 
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Media, 2004), hlm. 
23. 
“Jika ada banyak mafsadat berkumpul, 
dan terpaksa harus melakukan salah 
satunya, maka yang didahulukan 








An-Nisā (4): 59. 
“Hai orang-orang yang beriman, 
taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 















Media, 2004), hlm. 
23. 
“Jika tiga orang (keluar) untuk 
bepergian, maka hendaklah mereka 
mengangkat salah seorang dari mereka 



































Telah menceritakan kepada 
kami Waki' telah menceritakan kepada 
kami al-A'masy dari Sahl, Abu al-
Asadi dari Bukair al-
Jazari dari Anas berkata, kami berada 
disebuah rumah seseoang anshar lalu 
datang Nabi Shallallahu'alaihi wasallam 
lalu beliau berhenti di depan pintu dan 
bersabda, "Para pemimpin itu dari 
Quraisy, mereka mempunyai hak atas 
kalian dan juga sebaliknya, jika mereka 
dimohon bersikap sayang maka mereka 
menyayangi, jika menghukum maka 
mereka lakukan dengan adil, jika 
berjanji memenuhinya, dan jika mereka 
tidak melakukannya maka mereka 
mendapat laknat Allah, malaikat dan 
manusia semuanya". 




untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 
















Asy-Syūrā (42): 38. 
 
“Dan (bagi) orang-orang yang 
menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan 
mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rezeki yang 
Kami berikan kepada mereka”. 
93 154 Ᾱli „Imrān (3): 159. “dan bermusyawaratlah dengan mereka 









An-Nisā (4): 141. 
“Allah sekali-kali tidak akan memberi 
jalan kepada orang-orang kafir untuk 







An-Nisā (4): 59. 
“Hai orang-orang yang beriman, 
taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 



















Dari Abu Bakrah radhiyallahu „anhu, 
telah berkata Nabi Shallallahu „alaihi 
wa sallam: “Tidak akan beruntung 
suatu kaum (bangsa) manakala 
menyerahkan urusan (kepemimpinan) 












Al-Mā‟idah (5): 3. 
“Pada hari ini telah Kusempurnakan 
untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 
telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu”. 
 
 
